
Menteri Perencanaan Penbrngunrn NasionaU

I(epala Badrn Perencrnmn Pembangunan Nasional

SALINAN

KIPUTUSAN MXNTXRI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/

KNPAI]. BADAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KXP. 1 7zlM.lPN / Hw 1 1 / 20 1 5

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

K'EPTITUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KXPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI

NOI!'loR KXP. 121. / M.PPN /HK/ 07 / 2015
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOI,A,\IT DISTANCE LIARMIIG SYSTMI

TAHUN 2015

MENmN Pf,RENCANA N PFjV$ANGUNAN NASIONAL,/

KXP.A.L\ BADAI.i PIRXNCAI'IAnN PIMtsANGUNAN NASION L,

Menirr1balr8

i!4engingat

a. baLu'a dalant rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan pusat pendidikar dalr pclatihan perencanaan

penlballgul1afl berba.is teknologi dan infornrasi (,r''lal'!-e

i,ear itg SyJtettl, perlu nlellSubah susulun dan shlrktur

kea ggotaan Tirn Koordinasi PenSelolaan Distance Lea fuE
SystenT^hnt 2015i

b. bah*'a peiabat dan pegai"'ai yaltg natunya tcrcantuxl dalanl

Larnpiran Keputu.\rn ini t|an2gap lampLr unhlk mernenuhi

pe|syaratafl untuk d[duk dar1 nlelaksarrakan tugas sebeSai

anggcta lim Koordinasi PerlSelolaan Distance l,ee ins S)'stcnl

Tahtn 2015:

L UrdanS-Undang Norror 27 Tahtln 2Ol4 tentanS An8garan

Pen.lapatan dall Belanja NeSara Tahun An&(arar 2015

(Lemba!an Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 259,

Tambahan Irnlbaran Negara Republik Indonesia r'*omoI 5593)

setraSaimana telah diublh dengan UnCanS-Undang Nonor 3

TahLrn 2015 (irlrrbatan Negala Rcpublik Irdonesia Tahun 2015

Nonlor 44. Tatllbihen Lclllbaran NeSala' Republik hldor'eiia

Nomor 56sg)l

2. ['araturan



2

Mcnetapkan

PERrATMA

KEDUA

2- Peraturan Pemedntah Nonlor 45 Tahun 2073 ter.t^\g, Tala Cara

Pelaksa aall AnSSaran dan Belanja NeSara;

3. Peraruran Presiden Nontor 7 Tahun 2015 tenlanS Organlsasi

Kemente an Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentanS Kementerian

Per'encanaan Pemban8u[Irn Nasiofl al;

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentanS Badan

Perencanaafl Pembangufl an Nasiollal;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nonlor PER. OOs,/M.PPN,/ 10,/ 2007 tentanS orSanisasi dan Tata

Kerja Kemente an Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan PerencanaaLl Pembangunan Nasional

sebasaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun

2014;

7. Peraturan Menteri NeSara Perencanaall Pembangu afl

Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembaflSunan Nasional

Nomor 1 Tahul1 2012 tentang Pedoman Perencaflaafl,

Pelaksaflaan, Pelaporan, Pemaniauan dan Evaluasi Ke8iatan dan

AnSgalan;

MEMUTUSKAN:

IGPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAI/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR

KEP.t21IM.PPN/HK/07I2015 ]TNTANG PEAiIBENTUKAN TtM

KOORDINASI PENGELOIAAN DISTANCE LEARNTNG SYS'IEA'TT}JIUN

2015.

A4e[gubah susunall keanSgotaan Tim Koordinasi Pengelolaan

Dislnllce Leanins Sy6tel, Tahun 2015, denSan susunan keanSSotaan

sebdSainlana rercanlum dalanl Lanlpiran Keplrrusan ini

SeSala biaya yang diperlukan dal4lll rangka pelaksanaan tuSas Tirn

xoordinasi dibebankan pada AnS3aran Pendapatan dan Belania

Negara Ke eflteriafl PPN/Bappenas Tahun AnSSaran 2015'

KETIGA...
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KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut

sejak 3 ASustus 2o15.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SOFYAN A. DJALIL

Salin4n sesuai denSan aslinya

Kepala Biro Hukum,

trd

Emmy

r'w
sopul^iArn



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MXNTERI PPN/KXPAI.A BAIPENAS

NOMOR KEP.172lM.PPN / HK/ 11 / 2015
TANGGAL 30 NO\TMBER 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI PENGEINLAAN DIyIANCE LEARNING SY''IEM
TAHUN 2015

Mented PPN/Kepala Bappenas.

Sek-retaris KenEnteriah
Utarna Bappenas.

PPN/Sekretaris

Pendidikan dan
Kementerian

I. Bagian Perencanaan Program

Koordinaior

Anggota

Kepala Pusat Pembinaan,

Pelatihan Perencanaan,

PPN/ts:rppenas.

Kepala Pusai Data dan Informasi Perer,canaan

Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Kepala Biro Umum, Kenlenferian

PPN/Bappenas.

Kepala Bidang Pengkajian Program, Inforinasi

dan Layanafl Perencana, Pusat Pembinaan,

Perldidikan dan Pelatihan Perencafla,

Kemelterian PPN/Bappe as.

1. Kepala Bidant Pendidikan dan Pelatihan

Perencaflaan I, Pusat Pembinaan,

Pendidikan dan Pelatihan Perencana,

Kelrlenterian PPN/BaPPellas;

2. Kepala Sub tsidang PengembanSan, Prografi

dan Pengan:€aran, Pusat Penlbinaatr,

Pelldidikafl dan Pelatihan Perencan4,

Kementerian PPN/BaPPellas;

3. Kepala Sub BidanS Pengembangan,

Pemantauan dan Evaluasi Jabalall
Fungsional Perencana, Pusat Pembinaan,

Pendidikln dan Pelatihalr Perencana,

Keft enterian PPN/BaPPenasi

4- Feita ...

A. PENGARAH i

B. PENANGGUNGJAWAB i

C. TIM PELAKSANA

Ketua :

wakil Ketua I (merangkap I

AngSota)

wakil Ketua II (merangkap :

AngSota)



Il. Bagian PeflgembanSan APlikari

Koorclinator

Arggota
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4, Feita Puspita Murti, SE Kementerian

PPN/ Bappeflas;

5. Kepala BidanS Pengelolaan Data dan

Informasi, Pusat Data daa Informasi

Petencaflaafi PembanSunan, Kemente an

PPN/Bappenas;

6. Drs. Edy Purwanto, MA, Kementeriafl

PPN/Bappenas.

Kepala Bidang Prasarana Teknoloti Iflfornusi
dan Komunikasi, PuMt Data dan Infor asi

Perencanaan PembanSunan, Kementerian

PPN/Bappenas.

1. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Perencanaan II, Pusat Pembinaan,

Perldidikan dan Pelatihan Perencana,

Kementerian PPN/Bappenas;

2. Kepala Bagial. Perencanaan Program dan

An8garan. Biro Perencanaan. OrSanisasl

dal' Tate l-aksana, Kemenlel ian

PPN/Bappenas;

3. Kepala Sub Bidang Infounasi dan layanan
Perencana, Pusat Pembinaan, Pendidikan

dan Pelatihan Perencana, Kementerian

PPN/Bappenas;

4. Kepala Sub Bidang Akreditasi, Kurikulum

dan Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungisional Perencana, Pusat Pembinaan,

Pendidikan dan Pelatihan Perencana,

Keme11terian PPN/BaPPenas;

5. Kepala Sub Bidang Pemantauan dan

Evaluasi Diklat Perencanaan l, Pusat

Pe[rbinaan, Pendidikan dan Pelatihan

Perencana, Kemenierian PPN/Bappenas;

6. Kepala sub Bidang Pengelolaan Diklat

Pereflcanaan II, PLlsat Pembiflaan,

Pendidikan dan Pelatihan Perencana,

Kementcrian PPN/BaPPenas.

IIl. Bagian



lll. Ba8ian Jarin8an dar1 Petneliharaan

Koordinator

A[88oie

Kepala BidanS PembirBan dan Pengembangan

Jabatan FuflSsional Perencana, Pusat

Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan

Perencana, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Kepala Bagiafl Urusan Dalam, Biro Un1um,

Kemente an PPN/Bapperas;

2. Kepala Ba8iar, PerlenSkapan, Biro Umum,
Kementerian PPN/Bappenas;

3, Kepala Sub BaSian Program, Biro
Perencanaan, Organisasi dan Tata l'aksana,
Kementerian PPN/Bappena"s;

4. Kepala sub BidanS PenSelolaan Diklat
Perenca aan I, Pusat Pembiruan,
Pe[didikan dan Pelatihan Perencana,

Kerr1enterian PPN/Bappefl 4s;

5. Kepala Sub BidanS Pemantauan dan

Evaluasi Diklat Perencanaan II, Pusat

Pembiiuan, Pendidikan dan Pelatihan

Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Kepala Sub Bagian Tata UMha, Pusat

Pembiflaan, Pendidikan dan Pelatihan

Perencaaa, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Koordinator Prodi MaSister Ekonomi

Terapan, Fakt tas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Padjajarafl ;

8. Seloetaris Prcdi Magister Ekonomi Terapan

Bidang Sumberdaya dan Tata Kelola,

fakultas Ekononi dan Bisnis, Universitas

Padjajaran;

9. Kerua P,odr Magister Ilmu Administrasi

Publik, Universitas Brawijaya;

lO.Koordinator Diklat Pusat Penelitian dan

PenSenrbangan Kebijakan dan Manajenlen.

Universitas Hasanudin;

Il.Pembantu Dekan I, Fakultas Ekonomi,

Universitas Syiah Kuala;

12.Ke a hodi Magister Adninistrasi Publik,

Universitas Gajah A ada;

13. Ketua ...
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l3.Ketua Prodi Magister Perencanaan Kota dan

Daerah, Universitas Gajah Mada.

D. 'IENAGA PENDUKUNG 1. Agustia Setyaningsih, SAP;

2. Taufik Muhlis, A.Md;

3. Jajaflg Muhari;

4. Uki Dasuki;

5. Nita ASustin;

6. Abdul Hakim.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KXPAIj. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SOTYAN A. DJALIL

Salinan sesuai denSa[ aslinya
Kepala Biro Hukum,

$d

f,mmy Suk


